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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum 

terhadap penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan di masa 

pandemi covid-19 yaitu pemberian kompensasi dan ganti rugi. 

Pemberian kompensasi dan ganti rugi yang didapat oleh penumpang 

adalah berupa uang tunai atau dalam bentuk voucher sebesar biaya yang 

telah dikeluarkan oleh penumpang saat membeli tiket atau jika 

pembayaran tiket pesawat menggunakan kartu kredit, uang akan 

kembali melalui transfer ke rekening kartu kredit selambat-lambatnya 

30 hari kalender. 

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran antara lain: 

1. Kepada calon penumpang yang hendak berpergian menggunakan 

transportasi pesawat terbang harus selalu mencari tahu aturan-aturan 

terbaru mengenai syarat perjalanan di masa pandemi covid-19.  

2. Jika sudah terlanjur membeli tiket pesawat dan keberangkatan 

tersebut dibatalkan langsung menghubungi agen penjualan tiket 

pesawat dan hubungi pihak perusahaan masing-masing maskapai 

penerbangan agar uang yang sudah digunakan untuk membayar tiket 

tersebut dapat dikembalikan seutuhnya.  
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3. Selalu mengikuti perkembangan aturan-aturan terbaru syarat 

perjalanan menggunakan transportasi umum di masa pandemi 

covid-19 agar kejadian ini tidak terulang lagi.  
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